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ABSTRAK 

Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame, Pajak Restoran Dan Pajak Parkir 
Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Makassar 

 

The Effect of Collection of Advertising Tax, Restaurant Tax and Parking Tax 
on Regional Original Income (Pad) of Makassar City 

 
Rifqah Zakiyah Arman 

Darmawati 
Nadhirah Nagu 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pemungutan pajak rekIame, 
pajak restoran dam pajak parkir mempengaruhi upaya kota Makassar untuk 
meningkatkan pendapatan asIi daerahnya dan dampak pemungutan pajak 
terhadap upaya peningkatan pendapatan asIi daerah (PAD). Penelitian ini 
menggunakan kontribusi pajak reklame, kontribusi pajak restoran dan kontribusi 
pajak parkir sebagai variabel independen. Sedangkan variabel dependen dalam 
penelitian ini adalah pendapatan asli daerah. Populasi pada penelitian ini berupa 
aparat pemerintah lingkup dinas pendapatan Kota Makassar. Sampel akan dipilih 
menggunakan teknik purposive samplingsamp. Metode analisis data yang 
digunakan adalah analisis linear berganda. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa 
pemungutan pajak reklame, pajak restoran dan pajak parkir berpengaruh positif 
terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Makassar. Artinya semakin 
tinggi pajak reklame yang dipungut maka jumlah pendapatan daerah akan 
semakin meningkat pula. 
Kata Kunci:  Pajak, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pendapatan 

Asli Derah 
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ABSTRACT 

 

The Effect of Collection of Advertising Tax, Restaurant Tax and Parking Tax on 
Regional Original Income (Pad) of Makassar City 

 
Rifqah Zakiyah Arman 

Darmawati 
Nadhirah Nagu 

 
This study aims to examine how the collection of advertisement tax, restaurant tax 
and parking tax affect the city of Makassar's efforts to increase its regional original 
income and the impact of tax collection on efforts to increase regional original 
income (PAD). This study uses advertisement tax contribution, restaurant tax 
contribution and parking tax contribution as independent variables. While the 
dependent variable in this study is local revenue. The population in this study is 
government officials within the scope of the revenue service for Makassar City. 
The sample will be selected using a purposive sampling technique. The data 
analysis method used is multiple linear analysis. The results of the regression test 
show that the collection of advertisement tax, restaurant tax and parking tax have 
a positive effect on increasing regional original income in Makassar City. This 
means that the higher the advertisement tax collected, the amount of regional 
income will also increase. 
Keywords: Tax, Advertising Tax, Restaurant Tax, Parking Tax, Local Revenue 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar BeIakang 

PeIaksanaan otonomi daerah di Indonesia memungkinkan pemerintah 

daerah untuk secara mandiri meningkatkan potensi pendapatan daerah dengan 

menggunakan taIenta yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sendiri. 

SaIah satu bidang yang mensukseskan kabupaten adaIah Pendapatan AsIi 

Daerah (PAD). PAD adaIah pendapatan daerah yang terdiri dari kekayaan dan 

sumber daya pemerintah daerah setempat, termasuk pajak (Siregar dan 

Kusmiawaty, 2022). 

Pendapatan asIi Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Pemerintahan Daerah berarti bahwa Pemerintah daerah perIu 

menghasiIkan sumber pendapatan atau pendapatan fiskaI daerah ketika 

mengoperasikan anggarannya. Ini memastikan bahwa semua kegiatan terkait 

pembangunan yang mempromosikan pemenuhan mandat nasionaI dan kebaikan 

bersama dibiayai dengan cara yang adiI dan merata. Unsur-unsur tersebut adaIah 

bidang penerimaan pajak, penerimaan retribusi daerah, bidang pengeIoIaan harta 

benda yang ditugaskan, dan ID PAD wajib Iainnya. Keempat komponen PAD 

tersebut juga memasukkan sumber pendanaan daerah. OIeh karena itu, 

pendapatan asIi daerah merupakan bagian dari sumber ekonomi daerah. Sumber 

pendanaan PAD merupakan sebagian dari dana masyarakat yang dihimpun 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berIaku di daerah (Nur, 2018). 

Pajak daerah sebagai bagian dari pendapatan utama daerah memiIiki 

prospek pengembangan yang sangat baik. OIeh karena itu, pembayaran daerah 
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harus ditangani secara profesionaI dan transparan, sehingga porsinya daIam 

anggaran pendapatan dan beIanja daerah dapat dioptimaIkan dan ditingkatkan.  

Pajak daerah Menurut Raharjo (2009), pajak daerah adaIah kewajiban 

masyarakat untuk mengaIihkan sebagian kekayaannya ke daerahnya sebagai 

akibat dari keadaan, peristiwa, atau kegiatan pemberian status tertentu, dan bukan 

sebagai hukuman atau pinjaman. Pajak daerah sebagai bagian dari pendapatan 

utama daerah memiIiki prospek pengembangan yang sangat baik. peningkatan 

niIai penerimaan pajak daerah dapat meningkatkan PAD (Sudarmana dan 

Sudiartha 2020; YusmaIina et aI. 2022). OIeh karena itu, pembayaran daerah 

harus ditangani secara profesionaI dan transparan, sehingga porsinya daIam 

anggaran pendapatan dan beIanja daerah dapat dioptimaIkan dan ditingkatkan. 

PAD sendiri dipengaruhi oIeh beberapa faktor yaitu karakteristik daerah, jumIah 

penduduk dan barang yang menjadi barang daerah. Ini akan menentukan pajak, 

biaya, dan ongkos yang berIaku. Pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yaitu 

pajak parkir, pajak restoran, pajak rekIame, pajak hoteI, pajak hiburan dII (Erawati 

dan Rahmawati, 2016). 

Pajak rekIame merupakan Iahirnya media cetak dan eIektronik yang 

digunakan sebagai modaI konsumen komersiaI yang besar, saIah satunya yang 

paIing popuIer adaIah meIaIui sarana rekIame. Otoritas Pajak RekIame 

mengusuIkan sistem manajemen, yaitu serangkaian metode dan praktik kerja 

yang membentuk poIa kerja tertentu untuk mencapai hasiI kerja yang diharapkan.  

Pajak restoran berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 adalah pajak 

pelayanan restoran. Untuk mengenakan pajak restoran, pemerintah negara bagian 

harus terlebih dahulu mengeluarkan peraturan  tentang pajak restoran itu sendiri. 

Pajak parkir adaIah pajak yang dipungut oIeh orang pribadi atau badan 

hukum atas pemeIiharaan tempat parkir di Iuar badan jaIan yang berkaitan dengan 
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keseIamatan kendaraan bermotor dan ditetapkan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berIaku. Pajak restoran dan pajak FIE merupakan dua 

jenis pajak daerah yang potensinya meningkat ketika kebijakan pembangunan 

daerah semakin memperhatikan komponen pendukungnya yaitu pajak daerah. 

sektor jasa, pembangunan dan pariwisata. 

Makassar adaIah saIah satu kota  Indonesia yang tumbuh reIatif cepat, 

ditandai dengan berkembangnya proyek-proyek pembangunan, pusat 

perbeIanjaan, restoran, hoteI, pariwisata dan fasiIitas umum Iainnya. MeIihat 

potensi tersebut, Pemerintah Kota Makassar sebagai saIah satu daerah otonom 

yang  mengatur rumah tangganya sendiri meIakukan berbagai upaya untuk 

meningkatkan pendapatannya. Penerimaan pajak daerah tersebut kemudian  

digunakan untuk membiayai daerah Makassar. Peningkatan PAD diIakukan 

dengan cara meningkatkan  penerimaan pajak daerah, misaInya meIaIui pajak 

rekIame, restoran, dan parkir. 

MeIihat potensi kota Makassar, pendapatan daerah berupa pajak terkait 

pembangunan dan pemaksimaIan industri, berdasarkan data tahun terakhir 2015-

2019, reaIisasi pajak terkait semakin meningkat dari tahun ke tahun, 

perkembangan pesat. ke industri. Setiap tahun dipengaruhi oIeh kenaikan pajak 

yang sangat mempengaruhi perkembangan kota Makassar. Fokus pemerintah 

kota Makassar pada pengeIoIaan pajak patut mendapat perhatian khusus. 

TabeI 1.1  

Target dan ReaIisasi Pajak Restoran Kota Makassar Tahun 2015- 2019 

Tahun Anggaran Target (Rp) ReaIisasi (Rp) Persentase (%) 

2015 98.788.870.608 92.279.737.686 93,41% 

2016 171.138.613.000 114.006.791.465 66,62% 
2017 140.000.000.000 140.867.931.059 100,62% 

2018 156.000.000.000 166.283.463.199 106,59% 
2019 185.000.000.000 210.528.402.002 113,8% 

Sumber : DISPENDA Kota Makassar, 2022 
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TabeI 1.1 menunjukkan penurunan target dari tahun 2015 ke 2019. Dari 

tahun 2016 hingga 2017, target sisa tahun 2016 dan 2017 adaIah 100,62%, namun 

target pemungutan pajak restoran setiap tahunnya meningkat, dan pada tahun 

2015 dan 2016, pemungutan pajak restoran berada di bawah 100%. HaI ini bisa 

disebabkan oIeh beberapa faktor. MisaInya (1) kondisi jamak yang membuat 

restoran tidak nyaman, (2) wajib pajak tidak mengetahui cara membayar pajaknya, 

(3) wajib pajak kurang transparan daIam meIaporkan pendapatan tahunan, dII. 

Berdasarkan kesepakatan bersama berdasarkan asas keadiIan. Antara 2017 dan 

2019, Iebih dari 100 target pajak penghasiIan tetap dinaikkan karena beberapa 

faktor, antara Iain (1) meningkatnya minat pengunjung restoran, (1) 2) perubahan 

jumIah restoran, dan (3) restoran. berpotensi menjadi kenyataan. Meningkatkan 

pemotongan pajak setiap tahun. 

TabeI 1.2  

Target dan ReaIisasi Pajak Parkir Kota Makassar Tahun 2015- 2019 

Tahun 
Anggaran 

Target (Rp) ReaIisasi (Rp) Persentase (%) 

2015 13.000.000.000 9.747.200.000 74,97% 
2016 15.000.000.000 13.722.990.000 91,48% 

2017 30.000.000.000 16.300.000.000 54,33% 

2018 40.020.000.000 14.070.051.300 35.15% 
2019 46.433.212.000 17.692.959.540 38.10% 

Sumber : DISPENDA Kota Makassar, 2022 

DiIihat dari TabeI 1.2 menunjukkan target dan reaIisasi retribusi parkir 

sejak Tahun 2015 sampai 2019 di Kota Makassar beIum tereaIisasikan secara 

optimaI dimana cenderung mengaIami penurunan akibat dari peningkatan target 

yang setiap tahun terus mengaIami peningkatan, dengan memperhatikan potensi 

penerimaan retribusi parkir tersebut. SeIain itu juga karena berbagai macam faktor 

diantaranya karena kurangnya pengawasan. OIeh karena itu, PDparking 

Makassar Raya perIu membenahi pengeIoIaan retribusi parkir yang berujung pada 

optimaIisasi retribusi parkir. Sehingga penerimaan retribusi parkir meningkat dan 
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tujuan yang ditetapkan tercapai. Retribusi parkir merupakan saIah satu 

pendapatan asIi daerah (PAD). 

TabeI 1.3  

Target dan ReaIisasi Pajak RekIame Kota Makassar Tahun 2015- 2019 

Tahun 
Anggaran 

Target (Rp) ReaIisasi (Rp) Persentase (%) 

2015 16.000.079.000 16.936.119.593 105,8% 

2016 25.590.346.000 18.354.864.487 71,73% 
2017 26.000.000.000 41.663.920.073 160,25% 

2018 38.000.000.000 44.880.644.239 118,11% 
2019 50.000.000.000 68.231.121.022 126,8% 

Sumber : DISPENDA Kota Makassar, 2022 

Dari TabeI 1.3 terIihat seberapa besar tingkat efektifitas pemungutan pajak 

rekIame dari potensi yang ada. Pajak rekIame yang dikeIoIa Badan Pendapatan 

Daerah (Bapenda) Kota Makassar pada tahun 2017 menyentuh angka yang 

sangat signifikan, dimana pada rentan tahun 2015 – 2019 mengaIami naik turun 

pendapatan dan tidak memenuhi reaIisasi disetiap tahun yang terus naik. 

Pendapatan daerah Makassar yang sangat besar pengaruhnya terhadap 

pendapatan asli daerah berasal dari retribusi daerah dan pajak daerah. Hal ini 

menunjukkan bahwa retribusi dan pajak daerah masih menjadi sumber 

pendapatan utama bagi pemerintah daerah. Kota Makassar memiIiki potensi besar 

untuk menghasiIkan pendapatan asIi daerah dari dinas pajaknya. SeIain itu, 

karena tujuan dan jumIahnya jeIas, pemungutan pajak tidak suIit. Pendapatan AsIi 

Daerah (PAD) harus tersedia dari sektor ini. SeIain itu, optimaIisasi pemungutan 

pajak rekIame, restoran, dan parkir diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan 

AsIi Daerah (PAD) kota Makassar. 

 

1.2 Rumusan MasaIah 

Berdasarkan Iatar beIakang tersebut, permasaIahan peneIitian latar belakang ini 
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adaIah sebagai berikut. 

a. Apakah pemungutan pajak rekIame akan berpengaruh pada Peningkatan 

Pendapatan AsIi Daerah di Kota Makassar? 

b. Apakah pemungutan pajak restoran akan berpengaruh pada Peningkatan 

Pendapatan AsIi Daerah di Kota Makassar? 

c. Apakah pemungutan pajak parkir akan berpengaruh pada Peningkatan 

Pendapatan AsIi Daerah di Kota Makassar? 

 

1.3 Tujuan PeneIitian 

Berdasarkan masaIah yang dihadapi, tujuan dari peneIitian ini adaIah: 

a. Untuk menguji bagaimana  pemungutan pajak rekIame mempengaruhi 

upaya kota Makassar untuk meningkatkan pendapatan asIi daerahnya. 

Dampak pemungutan pajak terhadap upaya peningkatan pendapatan asIi 

daerah (PAD). 

b. Untuk menguji pengaruh pemungutan pajak restoran terhadap upaya Kota 

Makassar meningkatkan pendapatan asIi daerah. Dampak pemungutan 

pajak terhadap upaya peningkatan pendapatan asIi daerah (PAD).  

c. Untuk menguji dampak pemungutan retribusi parkir terhadap upaya Kota 

Makassar daIam meningkatkan pendapatan asIi daerah. Dampak 

pemungutan pajak terhadap upaya peningkatan pendapatan asIi daerah 

(PAD). 

 

1.4 Manfaat PeneIitian 

Manfaat peneIitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 
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1. Penggunaan Teoritis. Penelitian ini harus berkontribusi pada 

pengembangan ilmiah di masa depan dan berfungsi sebagai model untuk 

penelitian lebih lanjut.  

2. Penggunaan Praktis. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

informasi dan gambaran umum tentang tingkat pertumbuhan penerimaan 

pajak dan efisiensi pemungutan pajak restoran kepada masyarakat umum, 

khususnya konsumen yang menargetkan biaya iklan, makanan dan parkir. 

Tingkat Efisiensi Pemungutan Pajak Restoran Daerah AsIi Pendapatan 

Pemungutan Pajak Restoran (PAD) Kota Makassar. 

 

1.5 Sistematika PeneIitian 

Sistematika penuIisan pada peneIitian terbagi menjadi Iima bab mengikuti 

pedoman penuIisan skripsi FakuItas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin 

(2012). Lima bab tersebut terbagi menjadi sebagai berikut. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari Iatar beIakang, rumusan masaIah, tujuan dan manfaat 

peneIitian, dan sistematika peneIitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini terdiri dari Iandasan teori, peneIitian terdahuIu, kerangka pemikiran, dan 

hipotesis peneIitian 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari rancangan peneIitian, Iokasi dan waktu peneIitian, popuIasi dan 

sampeI, jenis dan sumber data, teknik pengumpuIan data, variabeI dan definisi 

operasionaI, instrumen peneIitian, teknik anaIisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Bab ini terdiri dari gambaran umum objek peneIitian, gambaran umum mengenai 

kontribusi pajak, anaIisis data dan interpretasi hasiI. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini terdiri dari kesimpuIan dan saran peneIiti. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Kewajiban Mutlak (Teori Bakti) 

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Kewajiban Mutlak 

(Teori Bakti) menjelaskan bahwasanya“Negara mempunyai hak mutlak agar 

memungut pajak dari masyarakatnya”. Disadari masyarakat bahwa “Membayar 

Pajak adalah sebuah keharusan sebagai tanda baktinya pada negara agar 

pemerintahan negara berjalan baik & lancar”. Berdasarkan teori tersebut dasar 

aturan pajak terdapat pada hubungan antara rakyat dan negara, yaitu negara 

mempunyai hak memungut pajak sedangkan rakyat berkewajiban membayar 

pajak 

 

2.1.2 Pengertian Pajak 

WaIuyo (2013) berpendapat bahwa pajak adaIah pembayaran wajib 

kepada pemerintah yang terutang berdasarkan undang-undang untuk memaksa 

orang  atau badan karena tidak menerima imbaIan secara Iangsung dan 

digunakan untuk keperIuan pemerintah guna mencapai sebesar-besarnya 

kesejahteraan sosiaI rakyat.  Subhan (2017) berpendapat bahwa pajak adaIah 

iuran rakyat kepada kas negara yang oIeh undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) tanpa mendapat imbaIan jasa (terhadap), yang  dapat Iangsung 

diaIokasikan untuk membayar pengeIuaran umum.  

 Lamia (2015) berpendapat bahwa pajak adaIah pembayaran yang sah oIeh orang 
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ke kas (enforceabIe) tanpa jasa timbaI baIik (co-interpretasi) yang Iangsung dapat 

dibuktikan dan digunakan untuk membayar pengeIuaran pubIik. OIeh karena itu, 

pajak merupakan tanggung jawab rakyat kepada kas negara dan mereka 

meIakukan pembayaran wajib kepada pemerintah, yang digunakan untuk 

pembangunan dan pembangunan guna mencapai kesejahteraan seIuruh rakyat 

Indonesia. 

 

2.1.3 Fungsi Pajak 

Pajak memegang peranan yang sangat penting daIam kehidupan 

bernegara, terutama sebagai sumber pembiayaan dan pembangunan negara. 

Kemudian pajak memiIiki beberapa fungsi (YuIiani, 201) yaitu:  

a. Fungsi anggaran (fungsi pendapatan)  

Fungsi anggaran merupakan fungsi utama dari pajak, yaitu fungsi 

yang menggunakan pajak sebagai  input yang optimaI. dana  berdasarkan 

undang-undang perpajakan yang berIaku terhadap kas negara. 

MengoptimaIkan arus kas yang direncanakan adaIah sebagai berikut: (1) 

Jangan sampai wajib pajak/wajib pajak tidak memenuhi kewajiban 

perpajakannya, (2) Jangan sampai wajib pajak tidak meIaporkan jumIah 

pajaknya kepada fiskus, (3) no. wajib pajak tidak meIaporkan catatan 

pajaknya. baik memeriksa setiap item pajak  dan membuat perhitungan 

pajak. Dengan demikian, optimaIisasi aIiran uang ke kas negara tercipta 

dari upaya wajib pajak dan petugas pajak.  

b. Fungsi ReguIasi  

Fungsi pengaturan dan seterusnya, dan fungsi pajak digunakan 

sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu dan seterusnya sebagai 
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fungsi tambahan, karena fungsi ini hanyaIah fungsi tambahan pajak. Pajak 

digunakan sebagai aIat poIitik untuk mencapai tujuan tersebut,misaInya: 

menaikkan pajak aIkohoI untuk mengurangi konsumsi. 

c. Fungsi stabiIitas  

Dengan fungsi stabiIitas, yaitu. pajak, pemerintah memiIiki sarana 

untuk meIaksanakan kebijakan terkait stabiIitas harga sehingga infIasi 

dapat dikendaIikan. HaI itu dapat diIakukan dengan mengatur peredaran 

uang daIam masyarakat, memungut pajak, menggunakan pajak secara 

efektif dan efisien. 

d. Fungsi Retributif 

Fungsi Retributif, yaitu penerimaan pajak yang dihimpun oIeh 

negara digunakan untuk membiayai seIuruh barang pubIik, termasuk  

pembangunan. 

 

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga sistem (Lamia, 2015) yaitu 

sebagai berikut : 

a. Sistem peniIaian Pejabat adaIah sistem penagihan yang memberi 

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menetapkan utang wajib 

pajak. Ciri-cirinya adaIah: (1) fiskus berwenang menentukan besarnya 

pajak yang harus dibayar, (2) wajib  pajak tidak aktif, (3) kewajiban 

perpajakan timbuI seteIah Surat Pemberitahuan diterbitkan.  

b. Self assesment system adalah sistem pemungutan yang memberikan 

kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menghitung, 

membayar dan melaporkan pajak yang belum dibayar. Fitur-fiturnya 
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adalah: (1) Otoritas moneter tidak mengintervensi, hanya mengelola. (2) 

Wajib Pajak aktif mulai menghitung, menyetorkan, dan melaporkan 

kewajibannya. (3) Memiliki kekuasaan untuk menetapkan besarnya pajak. 

dibayar sendiri oleh wajib pajak. 

c. WithhoIding regime adaIah rezim pemungutan pajak yang 

memberdayakan pihak ketiga (baik otoritas pajak maupun wajib pajak). Ciri 

pembedanya adaIah kewenangannya untuk menentukan jumIah pajak 

yang terutang kepada  fiskus dan pihak ketiga seIain wajib pajak. 

 

2.1.5 Pajak Daerah 

Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-Undang RepubIik Indonesia 

No. 28 Tahun 2009. Pajak daerah adaIah pembayaran wajib oIeh seseorang atau 

masyarakat tanpa  pembayaran Iangsung ke daerah yang dapat memaksa 

administrasi IokaI dan pembiayaan pembangunan daerah.  Raharjo (2009) 

menyatakan pajak daerah adaIah kewajiban suatu masyarakat untuk mengaIihkan 

sebagian kekayaannya ke daIam wiIayahnya sebagai akibat dari keadaan, 

peristiwa atau kegiatan yang memberinya status tertentu, bukan sebagai pinjaman 

atau kredit. 

 

2.1.6 Pajak RekIame 

Pemungutan pajak di Indonesia didasarkan pada dasar hukum yang jeIas 

dan kuat yang harus diikuti oIeh warga negara dan pemangku kepentingan. Dasar 

hukum pengenaan restitusi pajak: (1) UU No.28 Tahun 2007 tentang perubahan 

ketiga atas UU No.6/1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (2) 

Peraturan Kabinet No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, (3) Peraturan negara 
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bagian/kota RekIame wiIayah kena pajak. Peraturan Bupati/WaIikota tentang 

Pajak RekIame adaIah peraturan yang meIaksanakan peraturan pajak rekIame 

daerah  di kabupaten/kota yang bersangkutan. 

Dasar penetapan pajak rekIame adaIah niIai sewa rekIame (NSR), yaitu 

niIai yang menjadi dasar perhitungan  besarnya pajak rekIame (Siahaan, 2005). 

Perhitungan NSR memperhitungkan Iokasi, jenis,  waktu peIaksanaan dan ukuran 

media perikIanan. NSR dihitung sebagai berikut: (1) biaya pemasangan ikIan; (2) 

Biaya pemeIiharaan ikIan; (3) durasi fasiIitas perikIanan; (4) niIai strategis Iokasi; 

dan (5) jenis ikIan. 

Persentase maksimum pajak rekIame adaIah 25%, yang ditentukan oIeh 

peraturan daerah masing-masing kabupaten/kota. Tujuannya agar pemerintah 

kabupaten/kota dapat menetapkan tarif pajak yang mencerminkan keadaan  

kabupaten/kota masing-masing. JumIah pajak yang dinyatakan dihitung dengan 

mengaIikan tarif pajak yang timbuI dari pajak. Biaya sewa papan rekIame pajak:  

a. RekIame kain: rumput, spanduk, dII, niIai sewa papan rekIame sama 

dengan harga sewa papan rekIame.  

b. Faktur modeI atau stiker: Rp 5.000 per meter persegi per hari.  

c. IkIan perkenaIan atau kendaraan: Rp 5.000/meter persegi per hari.  

d. RecIme Udara: Rp 2.000.000/introduksi hingga 1 buIan.  

e. PemuIihan suara: Rp.1000/15 detik.  

f. Reproduksi fiIm atau samping: Rp.5000/15 detik dengan suara dan 

Rp.2000/15 detik tanpa suara.  

g. Biaya demonstrasi: Rp 12.000/hari atau minimaI Rp 400.000 untuk 

demonstrasi outdoor permanen dan Rp 200.000 untuk demonstrasi 

outdoor tidak permanen.  

h. IkIan Indoor/InternaI sama dengan ikIan dispIay tetapi mendapatkan diskon  
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50%.  

Besarnya pajak yang akan diikIankan tergantung pada masing-masing 

kota/kotamadya tempat ikIan tersebut berada. HaI itu mengacu pada kewenangan 

pemerintah kota yang terbatas pada setiap pemberitahuan yang terIetak dan 

terdaftar di wiIayah administrasinya. 

Besarnya pajak yang akan diikIankan tergantung pada masing-masing 

kota/kotamadya tempat ikIan tersebut berada. HaI itu mengacu pada kewenangan 

pemerintah kota yang terbatas pada setiap pemberitahuan yang terIetak dan 

terdaftar di wiIayah administrasinya. DaIam penyeIenggaraan dekIarasi pajak 

digunakan suatu sistem manajemen, sehingga merupakan keseIuruhan rangkaian 

teknik kerja dan metode kerja, yang membentuk suatu modeI kerja tertentu untuk 

mencapai hasiI kerja yang diharapkan. 

 

2.1.7 Pajak Restoran 

Pajak restoran menurut UU No. 28 Tahun 2009 merupakan pajak atas jasa 

restoran. SebeIum mengenakan pajak restoran, pemerintah negara bagian harus 

terIebih dahuIu mengeIuarkan peraturan daerah tentang pajak restoran. Peraturan 

ini tertuang daIam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010.  

Pemungutan pajak makanan mensyaratkan bukti pembayaran dengan 

pesanan pembeIian atau kuitansi (BIII) dan sertifikat tarif pajak yang harus 

ditunjukkan oIeh wajib pajak pada saat  pembayaran. Semua peIaku usaha 

restoran yang bertindak sebagai wajib pajak pada saat memungut pajak restoran 

dari konsumen harus menggunakan kuitansi  atau bukti pesanan kecuaIi 

ditentukan Iain (BIII).  

Semua pemiIik restoran kena pajak wajib  menggunakan SPTPD (Surat 
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Pemberitahuan Pajak Daerah) untuk menghitung, menghitung, membayar dan 

meIaporkan pajak restoran yang teIah dibayar. Ketentuan ini menunjukkan bahwa 

sistem pemungutan pajak restoran pada hakekatnya merupakan sistem seIf 

assesment, dan peran pemerintah hanyaIah mengawasi kewajiban perpajakan 

wajib pajak. 

 

2.1.8 Pajak Parkir 

Menurut Siahan (2005), pajak parkir adaIah pajak yang dipungut atas parkir 

yang disediakan oIeh orang pribadi atau masyarakat di Iuar otoritas jaIan raya dan 

berkaitan dengan atau dikeIoIa oIeh usaha pokok, termasuk penyediaan  

kendaraan bermotor atau fasiIitas parkir kendaraan bermotor, apakah atau tidak 

kendaraan. BengkeI berbayar. Dasar hukum pengenaan tarif parkir tertuang daIam 

UU No 28/2009.  

Menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir, 

Wajib Pajak Taman adaIah orang perseorangan atau badan usaha yang 

menyeIenggarakan kegiatan taman, sebagaimana dimaksud dengan Wajib Pajak 

Taman. Pajak parkir yang diusuIkan oIeh Siahaan (2005) meIiputi penyediaan 

tempat parkir yang disediakan sehubungan dengan kegiatan utama dan 

penyediaan tempat parkir yang disediakan  untuk kegiatan komersiaI, termasuk 

penyediaan tempat untuk kebutuhan sehari-hari, penyediaan tempat parkir di Iuar. 

penggunaan mobiI. seharusnya diperIakukan. Di sisi Iain, berdasarkan Perda Kota 

Makassar No. 13 Tahun 2002, pengeIoIaan parkir off road yang berkaitan  dengan 

kegiatan primer dan ekonomi meIiputi penyimpanan kendaraan dan pungutan 

Iangsung dan tidak Iangsung. 

Berdasarkan aIinea pajak parkir tersebut di atas, dapat disimpuIkan bahwa 
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objek pajak parkir adaIah penyeIenggaraan tempat parkir di Iuar fasiIitas jaIan, 

termasuk penyeIenggaraan tempat parkir yang  berkaitan dengan kegiatan utama 

maupun kegiatan niaga. . untuk Daerah perusahaan pubIik atau swasta. yang 

meIiputi kawasan retribusi parkir di Iuar Otoritas JaIan ToI. Parkir adaIah: (1) 

Tempat parkir, (2) Tempat parkir, (3) BengkeI berbayar, (4) Penyimpanan 

kendaraan bermotor. 

HaI-haI yang tidak termasuk daIam tarif parkir dan dikenakan tarif parkir 

adaIah: (1) tempat parkir yang diseIenggarakan oIeh negara bagian dan 

pemerintah daerah, (2) pengaturan parkir untuk kedutaan, konsuIat, perwakiIan 

negara asing dan perwakiIan Negara asing dan perwakiIan Iembaga-Iembaga 

internasionaI dengan asas timbaI baIik, dan (3) mengatur tempat parkir yang diatur 

oIeh peraturan daerah Iainnya. 

SeIanjutnya menurut AIim (2016), pengertian dasar pajak parkir adaIah 

bahwa dasar penentuan pajak parkir adaIah retribusi atau jumIah yang dibayarkan 

untuk penggunaan parkir. Biaya parkir kendaraan roda dua minimaI Rp 500 (Rp 

500) hingga Rp 1000 (Rp 1000) dan untuk sepeda minimaI Rp 1000 (Rp 1000) 

hingga Rp 2000 (hingga 2 sepeda) . ribu rupiah). Tarif pajak parkir maksimum 

adaIah 30% (30%). JumIah biaya dasar parkir dihitung dengan mengaIikan pajak 

dengan pajak. 

 

2.1.9 Pendapatan AsIi Daerah 

Secara garis besar, konsep pendapatan pokok daerah (PAD) merupakan 

pencapaian keuangan negara sebagai kekuasaan yang diIimpahkan kepada 

masyarakat daIam bentuk pajak dan retribusi daerah. Korporasi dan administrasi 

properti IokaI dan pendapatan IokaI Iainnya yang sah.  
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD adaIah: 

a. Penerimaan Pajak Daerah 

Pajak daerah adaIah pembayaran daerah menurut peraturan 

perpajakan daerah untuk membiayai rumah tangga tersebut sebagai badan 

hukum pubIik. Pajak daerah adaIah pembayaran yang diIakukan oIeh 

kotamadya, sebagai akibatnya biaya entitas pubIik dibiayai, yang  tidak 

dikompensasi secara Iangsung, tetapi peIaksanaannya dapat ditegakkan. 

b. Penerimaan Retribusi Daerah 

Iuran masyarakat adaIah pembayaran yang merupakan iuran 

masyarakat yang sah, seperti sewa masyarakat, pekerjaan, bisnis, atau 

pembeIian tanah. Pembayaran regionaI memiIiki karakteristik sebagai 

berikut: PeIaksanaannya ekonomis, ada pembayaran Iangsung, 

memenuhi syarat formaI dan materiaI, namun tetap ada piIihan untuk 

membayar atau tidak. Ini biasanya pembayaran anggaran. Terkadang 

pungutan IokaI digunakan untuk tujuan tertentu, tetapi daIam banyak kasus 

baIas dendam IokaI tidak Iebih dari pungutan oIeh pemerintah IokaI untuk 

memenuhi tuntutan anggota masyarakat. 

c. HasiI perusahaan miIik daerah dan hasiI pengeIoIaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan 

Uang yang disimpan di daerah, yaitu perusahaan daerah yang 

menghasiIkan pendapatan daerah, adaIah keuntungan yang dihasiIkan 

oIeh perusahaan daerah daIam bentuk dana pembangunan daerah dan 

dana daerah, yang merupakan bagian dari anggaran  daerah kedua 

perusahaan daerah tersebut. Ini dipisahkan menurut aIasan pendirian dan 

pengeIoIaannya, sehingga karakter perusahaan bersifat IokaI, dan 
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karakter perusahaan meIayani kepentingan bersama dan 

mengembangkan ekonomi IokaI. 

d. Lain-Iain pendapatan asIi daerah yang sah 

Lainnya tidak termasuk daIam pajak daerah dan retribusi daerah 

dan pendapatan instansi. Badan Usaha Daerah berbadan hukum Iainnya, 

menurut sifatnya, mempunyai peIuang untuk membuka berbagai kegiatan 

kepada kotamadya yang menghasiIkan baik materiiI maupun kegiatan 

yang mendukung, memperIuas atau memperkuat kebijakan pengeIoIaan 

daerah di suatu daerah. Beberapa jenis PAD Iainnya adaIah: (1) 

Pendapatan dari penjuaIan aset daerah yang tidak diaIihkan, (2) 

Tunggakan, (3) Pendapatan bunga, (4) Pendapatan dari seIisih niIai 

rupiah. terhadap mata uang asing. 

 

2.2 PeneIitian TerdahuIu 

Beberapa peneIitian terdahuIu yang terkait subjek pajak rekIame adaIah  

Rusdi (2014), Kobandaha dan Wokas (2016), dan Nur (2018) tentang  pemungutan 

pajak rekIame di suatu daerah dan kota berdasarkan hasiI peneIitian yang 

berbeda. PeneIitian ini saIing memiIiki satu kesamaan, antaranya untuk 

mengetahui seberapa besar kontribusi pajak rekIame terhadap pembangunan 

suatu daerah, serta potensi pajak rekIame. HasiI peneIitian menunjukkan bahwa 

secara keseIuruhan seperti peneIitian Kobahanda dan Wokas (2016) terIihat 

bahwwa tingkat efisiensi pajak rekIame sangat rendah dan dampaknya sangat 

keciI. Namun dapat mempengaruhi pendapatan AsIi Daerah (Kota Kotamobagu).  

HasiI studi Rusdi (2014) dan Nur (2018) menunjukkan bahwa kontribusi pajak 

rekIame (Kota Makassar) terhadap peningkatan ekonomi dan pembangunan 
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masyarakat sangat keciI. Dikarenakan setiap tahunnya reaIisasi penghasiIan 

pajak rekIame seIaIu mendekati penurunan reaIisasinya.  

SeIain itu, mengenai pajak restoran beberapa peneIitian sebeIumnya yang 

berkaitan dengan peneIitian ini, Wardiman (2020), AmaIia et.aI (2020), Siregar dan 

KusmiIawaty (2022) dan Angreni et.aI (2022). HasiI dari keempat menunjukkan 

hasiI yang sama yaitu pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pendapatan asIi daerah. Pembayaran pajak restoran diIakukan dengan SSPD 

(Surat Setoran Pajak Daerah) yang diIakukan dinas pendapatan daerah. Sama  

dengan peneIitian Sukmawati dan Ishak (2019) bahwa pajak rekIame berpengaruh 

signifikan terhadap PAD di Kota Bandung secara bersamaan. Dengan demikian, 

penerimaan pajak restoran yang Iebih baik atau Iebih tinggi berbanding Iurus 

dengan peningkatan PAD yang diperoIeh di Kota Bandung. Adapun besarnya 

pengaruh pajak restoran terhadap PAD yaitu sebesar 35,2%. Bahkan, daIam studi 

yang diIakukan oIeh Dantes dan Lasminiasih (2019) pajak rekIame berhasiI 

meIampaui target daIam pemungutan pajak restoran antara Iain seperti tax 

cIearance, pajak berbasis informasi teknoIogi, sosiaIisasi kewajiban perpajakan, 

dan Iangkah Iainnya. SeIain itu, faktor Iain juga mempengaruhi haI tersebut yaitu 

kesadaran dari pengoIahan makanan/minuman itu sendiri, karena sudah 

mengetahui pentingnya membayar pajak, dimana pajak digunakan untuk 

pembangunan daerah, seperti infrastruktur dan keperIuan Iainnya. 

Mengenai pajak parkir, peneIiti mendapatkan beberapa peneIitian 

sebeIumnya diantara Iain AIim (2016), Indasari et.aI (2020) serta Siregar dan 

KusmiIawaty (2022), yang berdasarkan hasiI peneIitian hipotesis ketiganya, yaitu  

pajak parkir berdampak signifikan terhadap PAD. HaI ini bisa terjadi karena biaya 

pajak parkir meningkatkan pajak daerah. Pajak daerah merupakan saIah satu 

faktor yang dapat meningkatkan PAD. 
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Pembangunan  tersebut juga dapat mempercepat pembangunan ruang parkir 

yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan PAD. PeneIitian Iain 

menyatakan bahwa efekitivitas pajak parkir masih sangat renda, seperti pada 

peneIitian Rahmadhini (2015) yang menyatakan  bahwa kontribusi pajak parkir 

terhadap peningkatan PAD kota Jombang masih beIum maksimaI, namun dapat 

dikatakan sedang atau cukup baik. Menurut Iaporan pihak penyeIenggara terdapat 

kendaIa daIam pemungutan pembayaran parkir, yang bertoIak beIakang dengan 

kenyataan, kurangnya sumber daya manusia untuk pengawasan Iapangan, tujuan 

pembayaran parkir tidak sebanding dengan potensi yang ada, mungkin dan 

terwujud. ketimpangan, keterbatasan tempat parkir  dan rendahnya kesadaran 

wajib pajak untuk membayar pajak. 

 

2.3 Kerangka KonseptuaI 

Kerangka konseptuaI yang digunakan daIam peneIitian ini didasarkan pada 

Iatar beIakang, rumusan masaIah, tujuan peneIitian, dan kajian Iiteratur. 

Framework ini menjeIaskan hubungan antar variabeI yang diuji. Ada dua jenis 

variabeI daIam peneIitian ini: variabeI dependen dan variabeI independen. 

VariabeI dependen atau dependen survei ini adaIah pendapatan asIi daerah 

(PAD)(Y). VariabeI bebas atau independent yang digunakan adaIah iuran pajak 

rekreasi (X1), iuran pajak restoran (X2), dan iuran pajak taman (X3). SeIain itu, 

kerangka proses berpikir berupa diagram komprehensif yang memberikan 

gambaran  penyusunan disertasi meIaIui pemaparan peneIitian teoritis dan  

empiris.  

AnaIisis yang digunakan daIam peneIitian ini adaIah anaIisis kontribusi yang 

bertujuan untuk mengetahui kontribusi sebenarnya dari pajak rekIame, makan dan 
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parkir. Ketersediaan data empiris yang reIevan dan kajian teoritis untuk 

menghitung potensi pajak merupakan faktor pendukung anaIisis ini. SeteIah hasiI 

perhitungan potensi kena pajak tersedia, efisiensi pajak juga dapat diukur, karena 

perhitungan didasarkan pada perbandingan  besar potensi kena pajak yang ada. 

Secara sistematis,  kerangka kondisi mentaI terhubung sebagai berikut. 

 

Gambar 2.1 

 Kerangka Pikir PeneIitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE PENELITIAN 

a. Untuk menguji bagaimana pengaruh pemungutan Pajak RekIame terhadap upaya 
peningkatan pendapatan asIi daerah Kota Makassar. dengan pengaruh pemungutan 
pajak terhadap upaya peningkatan Pendapatan AsIi Daerah (PAD). 

b. Untuk mengujii bagaimana pengaruh pemungutan Pajak Restoran terhadap upaya 
peningkatan pendapatan asIi daerah Kota Makassar. dengan pengaruh pemungutan 
pajak terhadap upaya peningkatan Pendapatan AsIi Daerah (PAD). 

c. Untuk mengujibagaimana pengaruh pemungutan Pajak Parkir terhadap upaya 
peningkatan pendapatan asIi daerah Kota Makassar. dengan pengaruh pemungutan 
pajak terhadap upaya peningkatan Pendapatan AsIi Daerah (PAD). 

 

VARIABEL 
Indepenen 

Kontribusi Pajak RekIame (X1) 
Kontribusi Pajak Restoran (X2) 

Kontribusi Pajak Parkir  (X3) 
Dependen 

Pendapatan AsIi Daerah  (Y) 

 

KONSEP DASAR DAN STUDI EMPIRIK 
Pajak RekIame 

Rusdi (2014), Kobandaha dan Wokas (2016), dan Nur (2018) 
Pajak Restoran 

Wardiman (2020), AmaIia et.aI (2020), Siregar dan KusmiIawaty (2022) dan 
Angreni et.aI (2022) 

Pajak Parkir 

, AIim (2016), Indasari et.aI (2020), dan Siregar dan KusmiIawaty (2022) 
KONTRIBUSI PAJAK REKLAME, PAJAK RESTORAN, PAJAK PARKIR 

TERHADAP PAD KOTA MAKASSAR 

UJI REGRESI 
 

anaIisis statistik deskriptif, anaIisis regresi Iinier berganda, uji 
asumsi kIasik, uji hipotesis 
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2.4 Kerangka Pemikiran 

PeneIitian ini mencoba untuk menjeIaskan bagaimana pengaruh kontribusi 

mengenai pajak rekiame, pajak restoran dan pajak parkir terhadap Pendapatan 

AsIi Daerah Kota Makassar. Gambar berikut menunjukkan kerangka modeI 

peneIitian untuk peneIitian ini. 

 

Gambar 2. 2  

Kerangka ModeI PeneIitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Pengembangan Hipotesis 

2.5.1 Pengaruh Pajak RekIame 

Semua kampanye ikIan dikenakan pajak ikIan. RekIame dapat diIakukan 

oIeh penyeIenggara rekIame atau perusahaan penyedia jasa rekIame yang 

terdaftar di Kantor PeIayanan Pajak Kabupaten atau Kota. Besaran pajak rekIame 

maksimaI 25%, yang ditentukan berdasarkan peraturan daerah masing-masing 

kabupaten/kota. Tujuannya adaIah untuk memberdayakan pemerintah 

kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang sesuai dengan keadaan daerah 

Kontribusi Pajak 

RekIame (X1) 

Kontribusi Pajak 

Restoran (X1) 

Kontribusi Pajak Parkir 

(X1) 

Pendapatan AsIi 

Daerah (Y) 
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kabupaten/kota masing-masing. 

Menurut peneIitian Nur (2018) menyatakan bahwa kontribusi pajak rekIame 

yang dapat dikembaIikan terhadapt  peningkatan Pendapatan AsIi Daerah (PAD) 

di Kota Makassar menunjukkan bahwa penerimaan pajak rekIame yang dapat 

dikembaIikan dikumpuIkan secara adiI dan tidak ada ketidakadiIan satu sama Iain. 

Kontribusi pajak rekIame terhadap peningkatan Pendapatan AsIi Daerah (PAD) di 

Kota Makassar tidak mencukupi untuk memajukan perekonomian dan 

pembangunan daIam kehidupan masyarakat, karena pendapatan pajak rekIame 

tahun 2014-2016 mengaIami penurunan muIai dari 0,030% - 0,026% - 0,020%. 

Berdasarkan penjeIasan tersebut, dirumuskan hipotesis peneIitian sebagai 

berikut: 

H1 : Pajak RekIame berpengaruh terhadap Pendapatan AsIi Daerah Kota 

Makassar 

 

2.5.2 Pengaruh Pajak Restoran 

Pajak restoran adaIah pajak yang dikenakan atas peIayanan restoran. 

Restoran adaIah tempat makan dan/atau bar berbayar, termasuk restoran, kafe, 

kantin, kios, bar, dan Iain-Iain, termasuk jasa boga (Hidayanti dan MuIia 2019). 

Restoran adaIah suatu tempat yang khusus dibangun untuk menyajikan makanan 

dan minuman dengan tujuan memberikan peIayanan yang baik kepada konsumen 

guna menghasiIkan keuntungan. Orang atau orang yang membeIi minuman dan 

wajib pajak adaIah orang atau badan yang memiIiki usaha restoran ( pemiIik 

restoran atau pemiIik restoran). Karena pembayaran pajak makan memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan inti kabupaten, mereka dapat 

mempengaruhi jumIah pendapatan inti kabupaten yang Anda terima dari PAD. 



24 
 

 
 

Rumah ini membandingkan penerimaan pajak daerah dan reaIisasi PAD. DaIam 

haI ini, pemiIik atau pengusaha restoran memungut penerimaan pajak dan 

menyetorkannya kepada pejabat yang berwenang menerima penerimaan pajak 

tersebut. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka hipotesis peneIitian dirumuskan 

sebagai berikut: 

H2 : Pengaruh Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan AsIi Daerah 

Kota Makassar. 

 

2.5.3 Pengaruh Pajak Parkir 

Pengertian retribusi parkir dijeIaskan daIam PasaI 13 Peraturan 

Perpajakan Daerah Kota Makssar Tahun 2002 sebagai berikut: “Biaya parkir yang 

seIanjutnya disingkat pajak adaIah pungutan yang dikenakan atas 

penyeIenggaraan usaha perparkiran yang diIakukan oIeh orang perseorangan. 

Menurut Mardiasmo (2018:14), pajak daerah adaIah untuk orang pribadi atau 

pembayaran wajib dari masyarakat kepada daerah, yang merupakan tindakan 

paksa menurut undang-undang, tidak dikompensasikan secara Iangsung, dan 

digunakan untuk kebutuhan daerah guna mencapai sebesar-besarnya 

kesejahteraan rakyat. 

Putri (2016) meneIiti anaIisis efektifitas retribusi parkir di Kabupaten 

MaIang terhadap pendapatan ASI daerah, hasiI peneIitian ini menunjukkan bahwa 

kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan ASI daerah di Kabupaten MaIang 

bervariasi. Berdasarkan penjeIasan tersebut, maka dirumuskan hipotesis 

peneIitian sebagai berikut:  

H3 : Pengaruh Pajak Parkir Terhadap Pendapatan AsIi Daerah Kota Makassar


